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KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Menimbang

Mengingat

KOTA BEKASI,

. bahwa dalam rangka optimalisasi kinerja Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang
membangun penjaminan mutu, maka perlu disusun
petunjuk pelaksanaan sebagai acuan untuk mencegah dan
menangani terjadinya benturan kepentingan dalam
pelaksanaan tugas-tugas di Lingkungan Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak;

. bahwa dalam forum Rapat Sinergitas Tingkat Dinas

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pejabat
Teknis dan Kesekretariatan Dinas Pemberdayaan Perempuan
dan Perlindungan Anak pada Senin 02 September 2024 telah
diindentifikasi bentuk, jenis, dan sumber potensi benturan

kepentingan yang dapat terjadi di Lingkungan Dinas "

Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;

_ bahwa bedasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala
Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
tentang Maklumat Pelayanan.

. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1996 tentang Pembentukan

Kotamadya Daerah Tingkat II Bekasi (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 111, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3663);

. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan

Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor
126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4438);
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Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa
kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi
Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali
diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun
2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja
Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang

Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5601);

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor
37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan

Benturan Kepentingan,

. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan

Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman
Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1168);

. Peraturan Daerah Nomor 06 Tahun 2016 tentang Urusan

Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 6);

Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 07 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Bekasi
(Lembaran Daerah Kota Bekasi Tahun 2016 Nomor 7)
sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan
Peraturan Daerah Kota Bekasi Nomor 13 Tahun 2022 tentang
Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kota Bekasi
Nomor 07 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan
Perangkat Daerah Kota Bekasi (Lembaran Daerah Kota Bekasi
Tahun 2022 Nomor 13);
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. Menetapkan Maklumat Pelayanan di

. Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud

Peraturan Wali Kota Bekasi Nomor 89 Tahun 2020
tentang Road Map Reformasi Birokrasi Pemerintah Kota
Bekasi Tahun 2020-2024 (Berita Daerah Kota Bekasi

Tahun 2020 Nomor 89).

Berita Acara Rapat Maklumat Pelayanan di Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi Nomor
900.1.7.2/210-DPPPA.Set tanggal 10 September 2024.

MEMUTUSKAN :

Dinas Pemberdayaan

Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Bekasi.
Diktum KESATU

tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

. Dalam menyelenggarakan pelayanan guna memenuhi Maklumat

Pelayanan sebagaimana tercantum pada DIKTUM KESATU,
Seluruh unit kerja di Dinas Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak Kota Bekasi memikul tanggung jawab dengan

sebaik-baiknva.

. Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan

dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan serta akan diadakan perubahan apabila dipandang

perlu.

Ditetapkan di Bekasi
pada tanggal 11 September 2024
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LAMPIRAN

KEPUTUSAN KEPALA DINAS
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK KOTA BEKASI
NOMOR : 100.3/144-DPPPA.Set
TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN DI
LINGKUNGAN DINAS PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK KOTA BEKASI

MAKLUMAT PELAYANAN
DI DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOTA BEKASI

“DENGAN INI, KAMI BERJANJI AKAN MEMBERIKAN PELAYANAN PRIMA SESUAI
DENGAN STANDAR YANG DITETAPKAN, DAN APABILA TIDAK MENEPATI JANJI
INI, KAMI SIAP MENERIMA SANKSI SESUAI DENGAN PERATURAN PERUNDANG-
UNDANGAN YANG BERLAKU”
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